KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 41 TAHUN 2001
TENTANG
PENGAWASAN REPRES F KEBIJAKAN DAERAH

MENTERI DALAM NEGERI

M enimbang:

Bahwa ddam rangka peaksanaan pengawasan represf sebagamana dimeksud ddam  ketentuan
Peraturan Pemerinteh  Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaen dan Pengawasan aas
Penydlenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu ditetgpkan Pengawasan Represf Kebijakan Daerah
dengan Keputusan Menteri Daam Negeri ;

M engingat:

1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintehan Dagrah (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3848);

3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubshan Atas Undang-undang Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pgak Dagrah dan Retribus Dagrah (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Peraturan Pemeintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Proping Sebaga Dagrah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerinteh Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Orgenisses  Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

6. Perauran  Pemeinteh  Nomor 105 Tawn 2000 tentang Pengdolaan  dan
Petanggungiawaban Keuangan Dagrah  (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala
Daerah dan Wakil Kepaa Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210);

8. Peraturan Pemerinteh Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan
Perwakilan Rekyat Dagrah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211);

9. Perauran Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas
Penydenggaraan Pemerintah Dagrah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4090);

10. Peraiuran  Pemerinteh Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penydenggaraan Dekonsentrad
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);

1 Peraturan Pemerinteh Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pgak Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

12 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribus Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

MEMUTUSKAN
Menetgpkan:

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGAWASAN REPRESF
KEBIJAKAN DAERAH
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Ddam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1

2.

3.

Pemerintah Pusat, sdanjutnya dissbut Pemerinteh addah perangkat Negara Kesatuan
Republik Indonesiayang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.

Pemerinteh Daerah addah Kepda Daerah beserta perangkat Dagrah Otonomi yang lain
Sebagal badan eksekutif.

Pemerintah Propind addah gubernur besata perangka Dagrah Otonom sebaga  badan
eksekutif daerah.

Pemerinteh KabupatevKota addah Bupati/wdikota besarta perangka Daerah  Otonom
sebagal badan eksekutif daerah.

Gubernur adalah Kepaa Daerah Proping selaku wakil Pemerintah Pusat.

Bupati/Wdikota adalah Kepaa Daerah Kabupaten/K ota.

Kebijgkan Dagrah addah auran, aahan, acuan, keentuan dan  pedoman ddam
penydenggaraan Pemeintehan Dagrah yang dituangkan ddam Peraturan  Daerah,
Keputusan Kepada Dagrah, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Dagrah dan Keputusan
Fimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pengawasan Represf addah Pengawasan yang dilakukan terhadap kebijakan Daerah.

BAB 11
KEWENANGAN PENGAWASAN

Pasal 2

Menteri Daam Negeri melakukan pengawasan represif terhadap K ebijakan Daerah tentang:

TST@Toe0 o

Peraturan Daerah Proping;

Keputusan Gubernur yang bersfat mengatur;

Keputusan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Proping;

Keputusan DPRD tentang Kedudukan Keuangan Anggota DPRD;

Keputusan Aimpinan DPRD Propins;

Peraturan Daerah Kabupaten/K ota tentang Pgjak dan Retribus Daerah;

Peraturan Daerah Kabupater/K ota tentang Pengel olaan Kawasan;

Peraturan Daerah Kabupaten/K ota tentang Penghapusan/Perubahan aset dagrah;

Peraiuran Daerah Kabupaen/Kota tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah
Daerah;

Keputussn Bupati dan Waikota tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah
Daerah;

Keputusan Bupati dan Walikota tentang Penghapusan/Perubahan aset Dagrah;

Pasal 3

Gubernur sdlaku wakil Pemerintah melakukan pengawasan represif terhadap Kebijakan Daerah
yang menyangkut:

a

b.

Peraturan Daerah KabupatervK ota dan Keputusan Bupati/Walikota selain yang tersebut
ddam Pasd 2 huruf f,gh,l, j dank;
Keputusan DPRD Kabupater/K ota tentang Tata Tertib DPRD,;
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Keputusan DPRD Kebupatern/K ota tentang K edudukan Keuangan Anggota DPRD;
Keputusan Pimpinan DPRD Kabupater/K ota;;

Pasal 4

Menteri Ddam Negeri membatakan Kebijakan Daerah sébagamana dimeksud ddam Pasd
2 stelah berkoordines dengan indtang terkait.

Gubernur membatalkan K ebjjakan Daerah sehagaimana dimaksud daam Pasd 3.

Pembatdan sdbagamana dimeksud pada ayat (1) dan aya (2) dilakuken apabila
bertentangan dengan:

a Kepentingan Umum;

b. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan

C. Peraturan perundang-undangan lainnya

Pasal 5

Kepatingan Umum  sebegamana dimeksud ddam Pasd 4 aya (3) huruf @ mdiputi
kepatutan aau kebiassan yang berleaku di suaiu Daerah seperti norma agama, adat idtiadat,
budaya dan susla seta hathd yang membebani maesyarskat dan menimbulkan biaya
ekonomi biayatinggi;

Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagamana dimeksud ddam Pasd 4 aya
(@ hurdf b, mdiputi UndangUndang Dasar 1945, Ketetgpan Madis Permusyawaraan
Rekya, Undangundang, Peraturan Pemeintah, Keputussn Presden dan  Keputusan
Menteri.

Peraturan perundang-undangan lainnya sebagamana dimaksud ddam Pesal 4 aya (3) huruf
¢, mdiputi Peraturan Daerah Propind dan atau Keputusan Gubernur serta Peraturan Daerah
Kabupaten/K ota dan atau K eputusan Bupati/Walikota yang mengatur objek sgenisnya

BAB 111
TATA CARA PENGAWASAN

Pasal 6

Bupati/Wdikota menyampaikan Kehijakan Dagrah sebagamana dimeksud ddam Pesd 3
kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Ddam Negeri sdambatlambanya 15
(lima beas) hai sadah ditetapkan daam rangkap 2 (dud) dan 1 (satu) rangkap kepada
Menteri Dalam Negeri.

Bupati/Wadikota menyampaikan Kebijakan Daerah seébagamana dimeksud ddam Pasd 2
huruf f, g, h, I, ] dan k kepada Menteri Dadam Negeri sdambatlambatnya 15 (lima beas)
hari stdlah ditetgpkan dalam rangkap 4 (empat).

Gubernur menyampaikan Kebijakan Dagrah kepada Menteri Ddam Negeri  sdambat
lambainya 15 (lima beas) hari setelah ditetapkan dalam rangkep 4 (empet).
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Pasal 7

@ Untuk melakukan pengawasan sebagamana dimeksud ddam Pasd 2, Menteri Ddam
Negei dgpa membentuk Tim Pengkgian dan  Penilaan Kebijaken Dagrah  yang
keanggotaannya sesuai dengan kebutuhan.

() Untuk meakukan pengawasan sebagamana dimaksud ddam Pasd 3, gubernur membentuk
Tim Pengkgian dan Penilaan Kebijakan Dagrah yang keanggotaannya sesua  dengan
kebutuhan.

Pasal 8

(@) Tim sbagamana dimeksud ddam Pasd 7 ayat (1), mdgporkan hasl pengkgian dan
penilaian Kebijakan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri;

2 Tim seébagamana dimeksud ddam Pesd 7 aya (2), mdgporken hesl pengkgian dan
penilaian K ebijakan Kabupater/K ota kepada Gubernur.

(3 Hasl Pengkgian dan penilaan Tim ssbagamana dimeksud pada ayat (1) dituangken ddam
Beita Acara yang memuat rekomendas untuk menjadi bahan pertimbangan Menteri Daam
Negeri ddam mengamhil keputusan pembatdan.

4 Hasl pengkgian dan penilaan Tim sebagamana dimeksud pada aya (2) dituangken ddam
Beita Acaa yang memua rekomendas untuk menjadi  bahan petimbangan ddam
mengambil keputusan pembataan.

Pasal 9

(@) Hadl rekomendas Tim sebagamana dimeksud ddam Pasd 8 ayat (3) Menteri Ddam
Negeri dgpat menerbitkan Keputusan Pembatalan disertal dengan dasantdasan.

2 Hasl rekomendas Tim sebagamana dimeksud ddam Pasd 8 ayat (4) Gubernur dapat
menerbitkan Keputusan Pembataan disertal dengan dasandasan.

Pasal 10

Pding lambat 7 (tuyuh) hai stdah diterbitkannya Keputussn Pembadan, Gubernur  atau
Bupdti/Wdikota harus menghentiken pelaksanaan Peraturan Dagrah dan aau Keputusan Kepda
Daerah.

BAB IV
PENGAJUAN KEBERATAN ATASPEMBATALAN PERATURAN DAERAH DAN
KEPUTUSAN KEPALA DAERAH

Pasal 11

(@) Bupati/Wdlikota dapat menggukan keberatan atas pembadan Kebijakan Daerah  kepada
Mahkamah Agung sgtdah menggukan kepada Menteri Ddam Negeri dan aau Gubernur
sdaku Wekil Pemerintah di Daerah.

2 Gubernur  dgpa  menggukan keberatan aas pembaidan Kebijaken Dagrah  kepada
Mahkamah Agung setelah menggukan kepada Menteri Daam Negeri.
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BAB V
PENGENDALIAN

Pasal 12

Menteri Ddam Negeri dgpat memberikan teguran tertulis kepada Gubernur dan dau
Bupati/Wdikota yang tidek menyampakan Kebijaken Dagrah sebagamana  dimaksud
dalam Pasd 6 ayat (1) dan (3).

Gubernur  dapat  memberiken teguran  tertulis  kepada Bupdi/Wdikota yang tidak
menyampaikan K ebijakan Daerah sebagaimana dimaksud ddam Pasd 6 ayat (2).

Ddam hd teguran tetulis sebagamana dimeksud pada ayat (1) dan aya (2) tidek
diindehkan, Menteri Ddam Negei dan aau Gubenur dagpat mengumumkan kepada
Masyarakat.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 13
Gubernur  wgib mdapakan hasl pengawasan das Kebijakan Dagrah kepada Menteri
Daam Negeri.

Laporan sebagamana dimeksud pada aya (1), sdambat-lambanya 30 (tiga puluh) heri
setelah dilakukan pengawasan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Keputusan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku padatanggd ditetapkan.

Ditetapkan di Jekarta pada tangga 28 Nopember 2001
MENTERI DALAM NEGERI,

Dr. (Hc) HARI SABARNO, SIP. MM. MBA.
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